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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian mengevaluasi dampak akuntabilitas daerah, belanja
daerah, serta ukuran pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di
Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian diterapkan pendekatan kuantitatif dengan data
yang diambil dari LKPD (laporan keuangan pemerintahan daerah) Provinsi Jawa
Tengah selama rentang waktu 2019 hingga 2023, dengan total 35 sampel. Pengujian
hipotesis dengan Structural Equation Modeling (SEM). Dari hasil analisis yang
dilakukan, akuntabilitas daerah terbukti berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
daerah, demikian pula dengan belanja daerah dan ukuran pemerintahan yang juga
menunjukkan dampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci : Akuntabilitas; Kinerja Keuangan; Belanja; Ukuran Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The purpose of the study was to evaluate the impact of regional accountability,
regional spending, and government size on the financial performance of regional
governments in Central Java Province. The study applied a quantitative approach with
data taken from the LKPD (regional government financial report) of Central Java
Province for the period 2019 to 2023, with a total of 35 samples. Hypothesis testing
with Structural Equation Modeling (SEM). From the results of the analysis carried out,
regional accountability was proven to have a negative effect on regional financial
performance, as well as regional spending and government size which also showed a
negative impact on the financial performance of regional governments.
Keywords : Accountability; Financial Performance; Spending; Regional Government
Size

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi undang-undang nomer 22

(1999) dan undang-undang nomer 32 (2004) tentang pemerintahan daerah untuk

mengatur dan mengelola pemerintahan dijalankan sesuai dengan prinsip otonomi daerah,

tujuan utama mempercepat pencapaian kualitas layanan publik, meningkatkan kapasitas

masyarakat serta memperkuat daya saing daerah. Semua ini dilakukan dengan tetap

menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat kabupaten

dan kota. Dasmar, Basri, & Indrawati, (2020). Otonomi daerah sangat berkaitan erat

dengan kinerja keuangan daerah untuk mendukung tercapanya kesejahteraan melalui
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layanan publik yang optimal Purwanti & Noviyanti (2022). Akuntabilitas pemerintah

daerah dapat terwujud melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk

laporan keuangan yang baik Ulfah (2018). Sejalan dengan aturan pemerintah nomor 17

tahun 2010 yang mewajibkan proses penyusunan keuangan daerah berdasarkan prinsip-

prinsip standar akuntansi pemerintahan (SAP). Dengan demikian, kinerja keuangan

daerah yang efektif menjadi syarat penting untuk mendukung pelaporan yang akuntabel

dan transparan (Runtuwene & Gamaliel, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan efisiensi dan

efektivitas dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi indikator penting dalam

mengukur keberhasilan implementasi otonomi daerah. Kinerja ini mencakup bagaimana

pemerintah daerah mampu mengelola penerimaan dan belanja secara optimal,

transparan, serta akuntabel, sejalan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan yang

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta selaras dengan visi yang telah

ditetapkan organisasi publik (Sains, 2018).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh pada tahun 2020, BPK

menyampaikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mengindikasikan

bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan.

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan khususnya terkait efisiensi pengelolaan

keuangan. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk mengumpulkan

pendapatan asli daerah (PAD) masih belum optimal, dengan rata-rata persentase di atas

100%, yang mengindikasikan bahwasanya pengeluaran untuk menghasilkan perolehan

masih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan

serta pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Halim, Savitri, & Diyanto (2016). Menurut Onibala, Rotinsulu, & Rorong (2021),

pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian menggambarkan sejauh

mana suatu daerah mampu membiayai kegiatannya tanpa bergantung pada pihak lain.

Misalnya, menurut penelitian Safitri dan kolega (2023), rata-rata rasio kemandirian di

kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 adalah 0,44%, namun angka

ini turun menjadi 0,38% pada tahun 2020. Penelitian tersebut juga mengungkapkan

bahwa tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah berkontribusi signifikan keseluruhan

kinerja keuangan daerah. Sejumlah penelitian menyatakan akuntabilitas daerah berperan

positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Seperti menurut
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Jeriansyah & Mappanyukki (2020) dan Vikrama (2017) menemukan bahwa

akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah berkontribusi secara

signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Tidak semua penelitian

mengungkapkan adanya hubungan positif antara akuntabilitas daerah maupun kinerja

keuangan daerah. Penelitian Jitmau, Kalangi, & Lambey (2017) menyatakan

akuntabilitas daerah tidak memberikan dampak berarti terhadap kinerja pemerintah

daerah. Ini terjadi karena kegagalan pemerintah dalam menjalankan visi dan misi

tercapainya sasaran dan tujuan yang dirumuskan dalam periode tertentu. Penelitian

Binawati & Badriyah (2022) mengungkapkan bahwa akuntabilitas belum

mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yang disebabkan melalui kurangnya

pengawasan dan tindakan atas pertanggungjawaban, meskipun akuntabilitas tidak

mempengaruh kinerja keuangan daerah akuntabilitas daerah tetap menjalankan tugasnya

dalam bentuk pelaporan dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan

penggunaan sumber daya publik.

Belanja Daerah (APBD) berperan dalam menentukan hasil kinerja keuangan

pemerintahan daerah. Menurut Anugerah (2024) menjelaskan bahwa APBD berfungsi

sebagai tulang punggung dalam pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah,

mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan

akuntabel. penelitian Olin, Herdi & Goo (2024) menambahkan bahwa APBD adalah

suatu indikator pencapaian atas pembangunan tahunan, yang mencerminkan efektivitas

pengelolaan anggaran pendapatan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Sari &

Mustanda (2019) menyatakan bahwa belanja daerah (APBD) adalah rencana anggaran

tahunan yang mencerminkan pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan pemungutan

penerimaan daerah berfokus pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam anggaran

Belanja daerah. Namun, realisasi belanja daerah tidak selalu berdampak positif terhadap

kinerja keuangan. Penelitian Safitri, Dirgantari, Hariyanto, & Winarni (2022)

menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2019–2020, rata-rata alokasi belanja di kota

dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah hanya mencapai 11,38% dari target awal.

Meskipun terjadi penurunan alokasi belanja, analisis menunjukkan bahwa penurunan

tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sebaliknya, penelitian

oleh Rusmita (2019) dan Dasmar dkk (2020) menemukan bahwa realisasi pengeluaran

yang melampaui batas anggaran belanja berdampak kurang baik pada kinerja keuangan
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pemerintahan, karena menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran.

Penting bagi pemerintah daerah untuk tidak sebatas fokus pada anggaran yang

dialokasikan, juga pada efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya guna menjamin

bahwa belanja daerah sepenuhnya mendukung peningkatan kinerja keuangan serta

pelayanan publik.

Ukuran sebuah pemerintah daerah menjadi faktor penting menentukan kinerja

keuangan daerah.namun pengaruhnya tidak selalu konsisten. Beberapa penelitian

menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, yang sering dinilai berdasarkan

akumulasi aset, dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kinerja keuangan.

Menurut Maulina, Alkamal & Fahira (2021), Ukuran dari suatu pemerintahan daerah

mencerminkan besarnya atau kecilnya suatu pemerintah daerah, dengan total aset

sebagai basis pengukuran. Penelitian Putri & Amanah (2020) menambahkan bahwa

ukuran pemerintah daerah yang mana lebih besar berpotensi mendorong peningkatan

(PAD) melalui perantara, karena pemerintah mampu mengelola dan memanfaatkan

potensi sumber daya di daerahnya melalui kegiatan operasional. Namun, penelitian lain

menunjukkan hasil yang berbeda. Peneliti Wijayanti dan Suryandari (2020)

mengidikasikan bahwa skala pemerintah daerah, cenderung memberikan dampak

negatif terhadap capaian keuangan daerah tersebut. Salah satu penyebab utamanya

adalah tingginya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau praktik

korupsi di daerah yang memiliki aset besar, yang pada akhirnya memperburuk kondisi

keuangan. Variasi dalam hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa faktor-faktor seperti

sistem tata kelola yang baik, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban dalam

pengelolaan anggaran berperan penting dalam memperkuat hubungan antara ukuran

daerah dan kinerjanya. Dengan demikian, penguatan aspek-aspek tersebut menjadi

krusial bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan ukuran atau

aset, tetapi juga pada peningkatan kualitas untuk mencapai hasil kinerja keuangan yang

optimal.

Menurut studi terdahulu, terdapat sejumlah faktor berdampak terhadap kinerja

keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor tersebut memuat

efektivitas PAD, efisiensi pengelolaan, antara anggaran operasional dan anggaran modal.

Sebagai contoh, studi oleh Rohayatul Akyani (2024) menunjukkan bahwa kinerja

keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah pada masa 2018–2022 mengalami
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fluktuasi yang dipengaruhi oleh efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah. Selain

itu, penelitian oleh Hidayah, Imtikhanah & Habibi (2021) menemukan ada perbedaan

yang nyata dalam aspek keuangan pemerintahan daerah periode pra-pandemi hingga

masa berlangsungnya pendemi COVID-19 khususnya dalam hal Tingkat efektivitas

keuangan dan distribusi Belanja untuk asset tetap. Dengan mempertimbangkan temuan-

temuan tersebut, penelitian ini memutuskan untuk fokus pada analisis kinerja keuangan

di 29 kabupaten serta 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari studi ini adalah untuk

mengalokasikan anggaran secara lebih efektif serta efisien guna memperbaiki kinerja

keuangan pemerintah daerah, serta membantu terwujudnya pengelolaan pemerintahan

yang berkualitas di Provinsi Jawa Tengah.

Analisis perbedaan dengan studi dilakukan Safitri dkk (2022) terletak pada

rentang waktu penelitian, populasi yang diteliti, serta variabel. Dalam penelitian

berfokus pada pengaruh variabel PAD, investasi belanja daerah, besar kecilnya entitas

pemerintah, serta fluktuasi anggaran kepada efektivitas keuangan daerah di wilayah

Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019 sampai 2021. Studi tersebut menggunakan

sampel kabupaten serta kota di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, studi ini

memperluas cakupan waktu hingga tahun 2023 dan melibatkan seluruh 29 kabupaten

dan 6 kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan total sebanyak 35

entitas pemerintah daerah yang dianalisis. Sumber data dalam studi ini berasal dari data

sekunder yang diambil dari laporan resmi BPK, institusi negara yang berperan dalam

melakukan pemeriksaan atas keuangan negara khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel akuntabilitas daerah,

belanja daerah, serta ukuran pemerintahan daerah mengenai kinerja keuangan daerah di

Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, diharapkan memberikan kontribusi dalam

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung terwujudnya tata

kelola pemerintahan yang baik.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut L Donaldson & Davis (1991) teori stewardship, digunakan untuk

principal (masyarakat) terhadap pihak steward (pemerintah) yang cenderung melakukan

pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dibandingkan mengutamakan tujuan

pribadi Pemerintah daerah menjadi steward memiliki kewajiban untuk menyediakan

data yang bermanfaat untuk pemakai data keuangan pemerintah daerah. Teori
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stewardship menggambarkan pemimpin sebagai individu yang tidak terdorong oleh

kepentingan pribadi, melainkan oleh pencapaian tujuan utama organisasi. Menurut teori

ini, manajemen berfokus pada menciptakan kepuasan kerja sebagai upaya untuk

mencapai keberhasilan maksimal bagi organisasi. Supadmi & Suputra (2018). Dalam

konteks penelitian pemerintah berperan sebagai penyedia layanan bagi masyarakat

dalam pelaksanaan akuntabilitas daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah

sebagai agen/steward harus bertanggung jawabkan atau menyelesaikan kegiatan

operasional dan menyelaraskan tujuan pemerintah dengan masyarakat. Penelitian Yusuf,

Ali, & Bouti (2021) menyatakan akuntabilitas pemerintahan merupakan kewajiban

pemerintahan untuk mengungkapkan, menyampaikan dan memberikan

pertanggungjawaban sebagai pihak pemberi amanah dan pertanggungjawaban.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan adanya hubungan

stewardship terdapat pemerintah sebagai pelaksana tugas publik dan masyarakat sebagai

pihak yang mempercayakan kewenangan. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak

untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, terutama dalam pengelolaan keuangan. Teori

stewardship berasumsi bahwa pejabat publik (agen) akan bertindak kepentingan terbaik

masyarakat (prinsipal), karena keberhasilan organisasi sangat bergantung pada

keselarasan L Donaldson & Davis (1991). Hubungan ini sejalan dengan variabel yang

digunakan dalam penelitian, seperti akuntabilitas daerah, belanja daerah, serta ukuran

pemerintahan daerah. Ketiga variabel tersebut mencerminkan bagaimana prinsip

stewardship diimplementasikan dalam praktik pengelolaan keuangan sektor publik.

Menurut Cribb (2006) teori stewardship juga berfungsi sebagai mekanisme

akuntabilitas untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara maksimal.

Sebagaimana Mardiasmo (2002) bahwa pencapaian kesuksesan dalam organisasi

pemerintahan bisa diwujudkan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan manajemen

publik yang baik. Dengan demikian, teori stewardship dapat dijadikan landasan dalam

penelitian sektor publik, termasuk dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah

Ulya (2024). Berdasarkan asumsi yang ada, hipotesis berikut akan diuji secara empiris:

Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan

Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Mengacu instruksi presiden nomor 7 (1999) terkait akuntabilitas kinerja, instansi
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pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian misi organisasi

beserta arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan laporan

pertanggungjawaban secara berkala. Tujuan utama dari akuntabilitas ini adalah

memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat melalui penyajian informasi keuangan yang valid dan dipercaya. LKPD

merupakan alat penting terkait pelaksanaan tanggung jawab oleh otoritas daerah atas

penggunaan anggaran dan penerimaan daerah. Dalam konteks ini, akuntabilitas daerah

terbukti memberikan pengaruh positif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di

Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan teori stewardship, yang menekankan pentingnya

keselarasan tujuan pengelola sebagai pihak yang dilayani. Akuntabilitas memastikan

pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah dapat tercapai tujuan yang telah

direncanakan Vikrama (2017). Penelitian sebelumnya juga mengindikasikan bahwa

tanggung jawab pemerintahan daerah berkontribusi dalam peningkatan kinerja

keuangan daerah. Menurut Edowati dkk (2021) dengan penelitian Jeriansyah &

Mappanyukki (2020) menyatakan akuntabilitas pemerintahan daerah berdampak positif

bagi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama yang

diajukan sebagai berikut:

H1 = Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kinerja

Keuangan Daerah

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan

Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Pemdagri nomor 77 (2021), tentang pengelolaan pengeluaran

pemerintah daerah atau belanja daerah yaitu aktivitas finansial yang mengurangi selisih

asrt dan kewajiban selama satu periode. Penggunaan anggaran ini diutamakan untuk

membiayai kewajiban pemerintah, terutama dalam penyediaan landasan pelayanan

terhadap masyarakat yang sudah sesuai (SPM) seperti telah ditetapkan. Mengacu pada

aturan pemerintah nomor 12 Tahun (2021), belanja daerah terbagi empat kategori :

belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Dalam

pengelolaannya, pemerintah berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab (steward)

untuk mengawasi dana publik secara optimal dan berorientasi pada kemakmuran

mastarakat. Konsep ini selaras dengan teori stewardship yang menekankan tanggung

jawab agen (pemerintah) untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Perencanaan
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belanja yang baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah

daerah. Studi Tedi (2023) mengungkapkan belanja daerah yang diarahkan secara tepat

dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga pemerintah. Hasil serupa juga ditemukan

oleh beberapa peneliti lainnya yang mengungkapkan belanja daerah berpengaruh positif

mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Warna, Hamzani, & Rusmita (2024), B.

I. Sari (2021), Selviana, Solehudin, & Nurhasanah (2023) dan Utari, Maksum, &

Situmeang (2022). Selain itu, penelitian oleh Bilqis & Priyono (2023) menyatakan

pengaruh belanja daerah mengenai kinerja keuangan daerah bersifat signifikan,

mengelolaan belanja yang efisien. Berdasarkan uraian maka hipotesis kedua yang

diajukan sebagai berikut :

H2 = Belanja Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Daerah

Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penerapan ukuran pemerintahan daerah adalahsalah satu upaya strategis

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara teoritis stewardship, ukuran

pemerintah daerah yang umumnya diukur melalui seluruh nilai aset yang tercatat

mencerminkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk menunjang kegiatan

operasional pemerintahan akan semakin lancar seiring dengan bertambah besarnya

ukuran pemerintah daerah, yang meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan fungsi

pemerintahan secara efektif dan efisien. Ukuran pemerintah daerah juga berperan

penting dalam meningkatkan potensi realisasi (PAD), pada akhirnya berdampak positif

terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan pengelolaan

aset dan sumber daya yang optimal, pemerintah daerah diharapkan mampu mencapai

hasil kinerja yang lebih baik. Sejumlah penelitian mendukung pandangan ini, di

antaranya adalah penelitian Kusumaningtyas & Rahmayati (2023), Rusmita (2019),

Banunaek dkk (2022) dan Widya Safitri dkk (2023), menyimpulkan bahwasannya

ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif mengenai kinerja keuangan

pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga yang diajukan

sebagai berikut:

H3 = Ukuran Pemerintahan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan

Daerah
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METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu.

Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses

penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada

(Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif

dengan memanfaatkan data sekunder. Data yang digunakan berasal dari (LKPD)

Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data

tersebut merupakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD selama lima tahun,

yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah

pada Provinsi Jawa Tengah, yaitu 29 kabupaten serta 6 kota, sehingga total terdapat 35

entitas pemerintah daerah yang dianalisis. Seluruh populasi dijadikan teknik sampling

jenuh dipilih karena seluruh populasi diikutsertakan sebagai sampel. Adapun data

populasi diterapkan dalam studi ini mencakup seluruh laporan keuangan tahunan dari 35

kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mana dipublikasikan secara resmi dari (BPK)

perwakilan provinsi Jawa Tengah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah mencakup

serangkaian proses seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kinerja ini menjadi indikator penting dalam

menilai sejauh mana daerah mampu menjalankan otonomi daerahnya. Pendapatan

transfer adalah salah satu sumber pembiayaan dalam pengelolaan keuangan daerah

dengan pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program dan layanan

publik. Semakin besar pendapatan transfer yang diterima, semakin kuat kemampuan

fiskal daerah dalam menutupi belanja daerah, yang berarti kinerja keuangan bisa

meningkat. Kinerja pengelolaan keuangan daerah mampu dievaluasi menggunakan

penilaian rasio keuangan diperoleh berdasarkan data dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD). Rasio-rasio yang diterapkan meliputi efektivitas, efisiensi,

kemandirian, keserasian, serta pertumbuhan pendapatan. Sanga & Yulia (2023),

pengukuran kinerja keuangan daerah digunakan rumus sebagai berikut :

����� ����������� = ���
���������� �������

� ���%

Keterangan :
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PAD : Pendapatan asli daerah

Akuntabilitas daerah

Akuntabilitas daerah merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah

sebagai penyelenggara kegiatan publik untuk memberikan penjelasan dan

pertanggungjawaban atas setiap keputusan, tindakan, serta hasil kinerja yang dicapai.

Semakin baik penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini

turut meningkatkan kinerja keseluruhan pemerintah daerah. Ini sejalan melalui

peraturan pemerintah nomor 7 (1999) tentang akuntabilitas kinerja pemerintah,

pentingnya pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan misi organisasi, melalui

pelaporan kinerja secara Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan.

Untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan prinsip akuntabilitas,

dapat digunakan pendekatan berbasis tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dalam

banyak penelitian, pengukuran tingkat akuntabilitas dilakukan dengan menilai tingkat

pengungkapan informasi wajib dalam laporan keuangan daerah (LKPD) menurut

ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 71 (2015) mengenai dtandart akuntabsi

pemerintahan (SAP), terdapat 34 item pengungkapan wajib yang harus disajikan dalam

LKPD. Semakin lengkap pengungkapan informasi tersebut, maka semakin tinggi pula

tingkat akuntabilitas yang tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah. Satyaningrum

& Syafitri (2012), untuk mengukur akuntabilitas daerah digunakan rumus sebagai

berikut :

Akuntabilitas Daerah = ∑ item pengungkapan wajib berdasarkan SAP

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan

karena berfungsi sebagai tulang punggung anggaran yang digunakan untuk mendukung

perencanaan organisasi, pengalokasian sumber daya publik, serta pemantauan dan

evaluasi kinerja pemerintah. Sesuai dengan permendagri nomor 15 (2023) dan

permendagri nomor 77 (2020), dalam pengelolaan keuangan daerah, pengeluaran

pemerintah daerah terbagi menjadi empat kategori utama, yakni belanja operasional,

belanja untuk investasi aset (belanja modal), belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Masing-masing jenis belanja ini memiliki peran yang spesifik dalam menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah secara efektif dan efisien. Dewi &

Lestari (2019), untuk mengukur Belanja daerah digunakan rumus sebagai berikut :
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Belanja Daerah = TBO + TBM + TBTD + TBF

Keterangan :
TBO : Total belanja operasi
TBM : Total belanja modal
TBTD : Total belanja tidak terduga
TBF : Total belanja transfer

Ukuran Pemerintahan Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang diukur dari jumlah aset keseluruhan menjadi

salah satu indikator penting untuk menilai pelaksanaan aktivitas operasional

pemerintahan. Semakin besar skala pemerintah daerah, maka mudah pula dalam

menjalankan fungsi-fungsi operasional dan administrasi pemerintahan. Besarnya ukuran

tersebut juga mempermudah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah,

yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan realisasi pendapatan serta

mendorong perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sari & Mustanda (2019),

untuk mengukur ukuran pemerintahan daerah digunakan rumus sebagai berikut :

Ukuran Pemerintahan Daerah = Total Asset x 100%

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif terkait variabel akuntabilitas daerah,

belanja daerah, serta ukuran pemerintahan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa data yang terdistribusi secara normal ditandai

dengan nilai rata-rata (mean) yang lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi.

Dalam tabel ini variabel akuntabilitas daerah, belanja daerah, ukuran pemerintahan

daerah, serta kinerja keuangan daerah semuanya mempunyai nilai rata-rata lebih besar

dari standar deviasi (Mean > Std. Dev) menunjukkan bahwa data pada studi terdistribusi

secara normal, sehingga analisis dapat dilaksankana uji selanjutnya.

Model Pengukuran (Outer Model)

Berikut ini merupakan pengujian yang dilakukan terhadap outer model:

Convergent Validity

Convergent validity merupakan ukuran hubungan antara suatu konstruk dengan

indikator-indikator yang memiliki keterkaitan tinggi. Nilai Convergent validity diukur

berdasarkan loading factor pada variabel laten melalui nilai validity > 0.7 akan

menghasilkan nilai yang ideal dan indikator dinyatakan valid Hair, Ringle, & Sarstedt

(2013), gambar dibawah menunjukan bahwa semua indikator variabel tersebut
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mempunyai nilai korelasi di atas atau lebih 0,7 mengungkapkan bahwa seluruh indikator

tersebut valid dan dapat digunakan

Model Struktural (Inner Model)

Berikut ini yaitu hasil pengujian terhadap inner model:

R-Square (R2)

Mengacu pada Chin (1998) nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat akurasi

prediksi dalam model struktural. Konstruk endogen, yaitu kinerja keuangan

pemerintahan daerah, memiliki nilai R2 sebesar 0,782 seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Juliandi (2018)menyatakan bahwa nilai R-Square dibagi tiga kategori, yaitu 0,75, 0,50,

serta 0,25, yang masing-masing menjelaskan pengaruh yang kuat, sedang, dan lemah

dalam sebuah model. Tabel 3, menyajikan nilai R-Square untuk kinerja keuangan

pemerintahan daerah adalah sebesar 0,782, yang berarti angka tersebut menunjukkan

78,2% sebanyak 21,8% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak mencakup dalam

variabel yang diteliti. Oleh karena itu, nilai R-Square Adjusted yang lebih besar dari

0,75 mengungkapkan R-Square Adjusted ini termasuk dalam kategori pengaruh Karena

lebih dari 0,75.

F-Square (F2).

Nilai F Square (F2) menggambarkan besarnya dampak variabel laten eksogen

pada variabel laten endogen dapat dinilai menggunakan nilai F². Chin (1998),

menyatakan bahwa nilai F² yang melebihi 0,02 namun masih di bawah 0,15

dikategorikan sebagai pengaruh kecil. Jika nilainya berada antara 0,15 dan 0,35, maka

pengaruhnya dianggap sedang atau moderat, sementara nilai yang lebih dari 0,35

menunjukkan adanya pengaruh yang kuat atau besar.

Dari tabel F-Square, diperoleh nilai 2,097 mengungkapkan akuntabilitas daerah

mempunyai pengaruh yang rendah terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

Sedangkan variabel penggunaan belanja daerah (APBD) dengan nilai 0,065

menggambarkan adanya pengaruh kecil mengenai kinerja keuangan pemerintahan

daerah. Ukuran pemerintahan daerah juga menunjukkan nilai 0,006 yang berarti

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah termasuk kecil.

Hasil pada Tabel 5 dari uji path coefficient menyatakan bahwa akuntabilitas

daerah, belanja daerah, dan besarnya suatu pemerintah daerah dapat memengaruhi
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kinerja keuangan pemerintahan daerah, tetapi secara statistik, pengaruh tersebut tidak

signifikan.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama (H1) ditolak, dengan analisis memperlihatkan P

sebesar 0.108 jauh di atas 0,05 dan nilai t serbesar 1.609. Hasil ini disebabkan

akuntabilitas daerah mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun, perubahan

tersebut tidak cukup konsisten dan efektif untuk memengaruhi kinerja keuangan

pemerintah daerah. Mengungkapkan bahwa penerapan akuntabilitas belum berjalan

secara optimal, karena masih bersifat formalitas dan belum digunakan secara maksimal

dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya,

akuntabilitas tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan.

Berdasarkan teori stewardship, penting untuk menyelaraskan tujuan, dimana

dalam konteks ini tujuan yang ingin diraih adalah akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah guna mengukur sejauh mana akuntabilitas bekerja secara pertanggungjawaban

yang baik. Namun, jika akuntabilitas daerah mengalami kenaikan dan penurunan maka

dapat menyebabkan dampak akuntabilitas daerah tidak signifikan. Maka dari itu

akuntabilitas daerah terhadap kinerja keuangan tidak mencapai dengan tujuan dan

misinya terhadap kinerja keuangan daerah.

Menurut Jitmau dkk (2017) menunjukkan hasil dari akuntabilitas tidak

berdampak pada hasil kinerja pemerintahan daerah. Akuntabilitas dinilai tidak

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena pemerintah dianggap kurang

berhasil dalam melaksanakan misi demi pencapaian tujuan dan sasaran yang

dijadwalkan secara berkala, temuan ini sejalan dengan hasil riset yang telah dilakukan

sebelumnya. Setyawan & Erryana (2016) dan Binawati & Badriyah (2022) akuntabilitas

tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah disebabkan karena kurangnya

pengawasan dan tindakan, tetapi akuntabilitas daerah tetap Fungsinya adalah

menyampaikan data, melaporkan, dan membahas bentuk kegiatan berhubungan dengan

penggunakaan daya yang dimiliki oleh Masyarakat.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua (H2) ditolak. dengan memperlihatkan P sebesar

0.704 melebih 0,05 dan nilai t sebesar 0.379. Hasil ini menunjukkan beberapa faktor

memengaruhi belanja daerah dalam penggunaan anggaran, seperti perbedaan prioritas
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antar daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.

Selain itu, keterbatasan kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran juga menjadi

kendala, karena tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup

terampil menyusun anggaran secara efektif. Dalam efektivitas pelaksanaan program

kerja turut memengaruhi hasil penggunaan anggaran, karena manajemen dan

pengawasan di tiap daerah berbeda-beda. Selain itu, tidak semua jenis belanja

berdampak langsung pada indikator kinerja keuangan, karena sebagian besar anggaran

dialokasikan untuk belanja wajib atau operasional rutin, seperti gaji pegawai dan

administrasi, yang penting untuk kelangsungan pemerintahan tetapi tidak meningkatkan

aset atau pendapatan daerah secara langsung.

Berdasarkan teori stewardship dalam peranannya sebagai pengawas atau

pengelola, principal (masyarakat). Perencanaan kinerja secara efektif diharapkan dapat

meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan. Namun, peningkatan belanja daerah

yang signifikan justru dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah.

Menurut Saputri & Kurnia (2020) menunjukkan bahwa belanja daerah tidak

berdampak mempengaruhi kinerja keuangan daerah karena alokasi belanja rutin

(langsung) lebih dominan dibandingkan dengan pengeluaran untuk belanja modal dan

infrastruktur (tidak langsung). Padahal, belanja modal merupakan jenis pengeluaran

yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, misalnya melalui

pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun,

jika belanja modal melebihi belanja rutin atau operasional, hal ini dapat menyebabkan

penurunan kinerja keuangan daerah. Kondisi ini terjadi karena belanja modal biasanya

membutuhkan biaya besar dan tidak langsung menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Selain itu, peneliti Dasmar dkk (2020) dan Amanda (2023) realisasi belanja daerah yang

melebihi anggaran justru tidak meningkatkan kinerja keuangan karena beban biaya yang

tidak seimbang dengan pendapatan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) ditolak. analisis memperlihatkan P 0,902 dan

nilai t sebesar 0.123. Hal ini bisa terjadi karena ukuran pemerintahan daerah yang besar

tidak selalu diimbangi dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Misalnya,

daerah yang lebih besar mungkin menghadapi permasalah seperti korupsi yang justru
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menghambat kinerja keuangan. Selain itu, kinerja keuangan daerah juga sangat

dipengaruhi oleh faktor manajerial, transparansi, dan kualitas perencanaan anggaran

yang tidak hanya tergantung pada ukuran pemerintahan. Oleh karena itu, ukuran

pemerintahan tidak efektif dalam kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan teori stewardship, ukuran pemerintahan daerah terhadap kinerja

keuangan yang baik dengan melihat Jumlah total aset daerah menjadi salah satu ukuran

dalam menilai kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan daerah.

Dengan demikian, peningkatan jumlah asset yang di miliki oleh pemerintahan daerah

akan berdampak pada peningkatan kemudahan yang dimiliki dalam menjalankan

aktivitas operasionalnya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya peneliti Wijayati

& Suryandari (2020) menyatakan ukuran Pemerintahan daerah berpengaruh negatif

dikarenakan ukuran pemerintahan daerah memiliki aset dalam jumlah besar akan diikuti

pula dengan resiko penyalagunaan atau korupsi yang besar sehingga mempengaruhi

kinerja keuangan daerah. serta Mulyani dan Wibowo (2017) dan Nugroho dan Prasetyo

(2018), menyatakan bahwa ukuran pemerintahan daerah berpengaruh negatif terhadap

kinerja keuangan daerah.

KESIMPULAN

Analisis yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang berada di wiliayah

Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023, ditemukan bahwa variabel

akuntabilitas daerah, belanja daerah, dan ukuran pemerintahan daerah belum

memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kinerja keuangan daerah.

Temuan ini, meyampaikan pelaksanaannya mungkin belum berjalan secara optimal

sehingga belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan.

Namun lebih mencerminkan implementasi dan pengelolaannya belum berjalan secara

maksimal, sehingga belum menyajikan dampak nyata atas peningkatan hasil keuangan.

Studi ini memiliki sejumlah keterbatasan, termasuk ruang lingkup variabel yang masih

terbatas, penggunaan data sekunder yang belum mampu menangkap aspek manajerial

atau faktor lainnya, serta kemungkinan adanya pengaruh eksternal yang tidak dianalisis

secara khusus. Dengan demikian, temuan dari peneliti diharakan dapat memberikan

manfaat referensi pemerintah daerah maupun peneliti selanjutnya untuk memperluas

cakupan variabel, mempertimbangkan pendekatan yang lebih menyeluruh, serta
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mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif dan

berkelanjutan.
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GAMBAR DAN TABEL

H1

H2

H3

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Gambar 2. Convergent Validity
Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2025

Tabel 1.Populasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
No. Kabupaten/Kota No. Kabupaten/Kota No. Kabupaten/Kota
1. Kab Banjarnegara
2. Kab Banyumas
3. Kab Batang
4. Kab Blora
5. Kab Boyolali
6. Kab Brebes
7. Kab Cilacap
8. Kab Demak
9. Kab Grobogan
10. Kab Jepara
11. Kab Karanganyar
12. Kab Kebumen
13. Kab Kendal
14. Kab Klaten
15. Kab Kudus

16. Kab Magelang
17. Kab Pati
18. Kab Pekalongan
19. Kab Pemalang
20. Kab Purbalingga
21. Kab Purworejo
22. Kab Rembang
23. Kab Semarang
24. Kab Sragen
25. Kab Sukoharjo
26. Kab Tegal
27. KabTemanggung
28. Kab Wonogiri
29. Kab Wonosobo
30. Kota Magelang

31. Kota Pekalongan
32. Kota Salatiga
33. Kota Semarang
34. Kota Surakarta
35. Kota Tegal

Sumber Data : Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. Tabel Deskriptif
Indicator Mean Std. Deviation

Y11 249.829 0.241

Akuntabilitas Daerah
(X1)

Belanja Daerah (X2)

Ukuran Pmerintahan
Daerah (X3)

Kinerja Keuangan
Pemerintahan Daerah (Y)
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Y12 8.111 38.960
Y13 6.231 34.265
Y14 0.337 0.368
Y15 9.594 54.333
X11 0.486 1.833
X12 0.629 1.835
X13 0.343 1.051
X14 0.629 1.000
X15 0.600 2.129
X21 29.406 2.334
X22 28.398 0.658
X23 28.453 0.645
X24 28.425 0.603
X25 28.463 1.983
X31 29.187 218.645
X32 29.205 126.241
X33 29.387 195.577
X34 29.276 131.949
X35 30.14 247.982

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2025

Tabel 3. Hasil Penyesuaian R2 dan R Square
R Square R Square Adjusted

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah 0.782 0.761
Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2025

Tabel 4. Result of F2
Kinerja Keuangan Pemerintahan

Akuntabilitas Daerah 2.097
Belanja Daerah 0.065
Kinerja Keuangan Pemerintahan
Ukuran Pemerintahan Daerah 0.006

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2025

Tabel 5. Path coefficient

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2025

T Statistics (O/STDE) P Values Keterangan

Akuntabilitas Daerah -> Kinerja Keuangan
Pemerintahan Daerah 1.609 0.108 H1 Ditolak

Belanja Daerah -> Kinerja Keuangan
Pemerintahan Daerah 0.379 0.704 H2 Ditolak

Ukuran Pemerintahan Daerah -> Kinerja
Keuangan Pemerintahan Daerah 0.123 0.902 H3 Ditolak
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